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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya 

tentang pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid, serta pandangan tokoh yang pro 

dan kontra terhadap pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konsep politik Islam Nurcholish Madjid, mendapat dari beberapa intelektual 

Muslim di antaranyaM.Rasyidi (1915-2001) dan Endang saifuddin Anshari 

(1938-1996). Menurut Endang Saefuddin memang benar dalam al-Qur’an tidak 

pernah menyebut Negara Islam. Tetapi, mengingkari bahwa al-Qur’an memberi 

kaidah-kaidah asasi tentang kenegaraan dan masyarakat distorsi besar, Endang 

setuju bahwa pada dasarnya Islam bukan ideologi tetapi merujuk kepada ideologi 

Islam. Sedangkan M.Rasyidi Sangat menolak pemikiran Nurcholish Madjid 

tentang sekularisasi yang di anggapnya bukan bersumber dari tradisi, bahasa dan 

nilai normatif Islam. Rasyidi menyangkal pandangan Nurcholish Madjid tentang 

sekularisasi bukan penerapan sekularisme. Menurut Rasyidi, Nurcholish Madjid 

seolah-olah Islam memerintahkan sekularisasi dalam arti tauhid. Menurut 

Rasyidi sekularisasi itu adalah suatu bentuk pendewaan akal yang akan merusak 

struktur pengabdian manusia kepada Tuhan, yang justru merupakan esensi 

kehidupan keberagamaan seorang Muslim tak berarti lagi. Sedangkan Budhy 

Munawar-Rachman, yaitu tokoh yang pro terhadap Politik Islam Nurcholish 

Madjid, ketika berbicara mengenai politik Islam. Dalam sejarah, yang 

mengesankan adalah tidak adanya sebuah sistem yang monolitik mengenai 

bentuk Negara dalam Islam. Tetapi, ini bukan membenarkan bahwa antara Islam 

dan politik itu terpisah sama sekali, seperti pemahaman para sekularis, sebab 

dalam Islam secara mendasar antara agama dan politik mempunyai keterkaitan, 

dan keterkaitan ini terutama dari segi etisnya, khususnya menyangkut pertanyaan 

“untuk apa”, yang jawabannya tidak di benarkan lepas dari pertimbangan nilai-

nilai keagamaan. Artinya, dalam kehidupan berpolitik yang pada dasarnya 
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bersifat duniawi tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik 

haruslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang di kenal dengan etika 

politik. Islam dan politik itu pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah 

memisahkan antara kegiatan profan dan sakral, kecuali dalam cara 

pendekatannya. Artinya, liputan Islam kepada segenap persoalan hidup, 

misalnnya politik, sebenarnya terjadi terutama hanya pada level etisnya saja. 

Islam tidak, atau sedikit sekali, dan rasanya memang tidak perlu member 

ketentuan terperinci mengenai detail-detail berpolitik, yang dibiarkan 

berkembang sesuai dengan ijtihad para cendikiawan agar sejalan dengan 

perkembangan sejarah, dan tumbuh sebagai kegiatan intelektual kemanusiaan. 

2. Konsep tentang politik Islam Nurcholish Madjid adalah mengenai Partai Islam. 

Menurut Nurcholish Madjid bahwa partai-partai Islam tidak berhasil 

membangun image positif dan simpatik, bahkan yang ada ialah sebaliknya. 

Sedangkan mengenai negara Islam, bagi Cak Nur negara Islam itu tidak ada. 

Karena antara negara dan agama itu adalah suatu distorsi hubungan proporsional 

hubungan antara agama dan negara. Diamana, negara adalah segi kehidupan 

yang berisfat duniawi sedangkan agama adalah segi yang berisfat spiritual dan 

pribadi. Antara agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan tetapi harus 

dibedakan. 

 

5.2 Saran 

Skripsi ini hanyalah, salah satu cara bagaimana menyikapi politik Islam. Dan lebih 

menitik beratkan pada perbedaan cita-cita Negara dan cara memandang Islam dengan 

benar. Dan tentunya, berkaitan dengan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan 

kritik dari pembaca guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada. Selain 

daripada itu, penulis sendiri sadar bahwa karya ini merupakan buah pertama dari 

proses panjang dialektika penulis, sehingga masih sangat di mungkinkan jauh dari 

kesempurnaan. 

 

 

 


